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TENTANG

IJIN OPERA.SIONAL PENDIRIAN SDKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Menimbang

Mergingat

KABUPATEN PANIAI
: a. Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua memb€rikan kewenangan kepada
Pemerintah Provinsi Papua untuk me.yelenggarakan Pendidikan
pada semua Jaluq Jenjang dan Jenis di Provinsi Papua.

b. Bahwa menyelenggarakan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai
Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan
keklususan sebagai mana di amanatkan oleh Undang-undang
Nomor 2l Tahun 2001 tentarg Otonomi Khusus bagi Provirsi
Papua.

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan poin a dan b Pemerintah dengan
pola Sekolah Meneogah Pe.tama Nege .

d.

e.

: l.

6.

8.

2.

3.

Bahwa p.ogram tersebut pada poin d, dipandang perlun membuka
Sekolah Menengah Pertama yang baru yang dapat disesuaikao
dengan Londisi daeratr, letak geo$afis, sesuai hasil ferivikasi.
Bahwa untuk membuka sekolah Menengah Atas yang dimaksud
pada poin d diatas, pe u ditetapkan d€ngan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Pergajaran Kabupaten Paniai.
Undang-undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembar Negara No. 135 Tambahan Lembaran
Negara 4151).
Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Peme ntah Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah
Otonomi

4. IJndang-undang No. 20 Tahun 2003 tentarg Sistem Pendidikan
Nasional.
Kepmendiknas No. 060ru/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
Kepmendikras No. 036N11995 tenlang Pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Nasional.
Peraluran Pemerintah No. l9 Tahun2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional.
Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas
No. 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusar dan Pelaksanaan
No. 23, 24

Hasil ferivikasi subdin terkait, bagwa Distrik Yatamo, Paniai Timur, dan
Kebo yang perlu dikembangkan I Sekolah Menengah Pertama Baru.

Memperhatikan



Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN

Bahwa scsuai dengan hasil ferivikasi IGbid terkait, maka dipandang perlu
di berikan Ijin Opemsional Pendirian Sekolah Mcnengah Atas dengan
\ama Sel.olah Lerlanprr d] Kibuparen Panrai

Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Meneflgah Petama
yang ada di lampiran.
Keputusan ini bcrlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dip€rbaiki
sebagaimaria pcrlunya

: Enarotali
: 16 Marct 2016

Ditetapkan di
Pada tanggal

SALINAN Keputusan ini disamp€ikan kepada :

1. Meflteri Pendidikar a,an Kebudayaan di Jakarta
2. Direklur Jcndral Mamjener Dikdasmen di Jakarta,
3. Mentri Keuaryan di Jakarta,
.1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olalmga Provinsj Papu.l di tayapura.
5. GubemurProvi si Papua di Jayapura,
6. Ketua DPI{D Provinsi Papua di Jayapura;
7. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
8. KetM DPRD Kabupaten Padai di ErBrotali.

, M.MPd
Muda

198i)03 I 0t I



Lampiran
Nomor
Tanggal

: Sural Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
: 421.2/llglPDP/2016
: 16 Maret 2016

No Nama Sekolah Barl Status Kampung Distrik Ket

1. SMP Negeri Deta Negeri Deta Aradide

2 SMP Negeri Wegebino Negeri Dei Paniai Timur

3. SMP Negeri Udaugi Negeri Keniapa Yatamo

K'gt-
o.\ttu

Ditetapkan di : Enarotaii
: 16 Maret20l6

Pengajara!

A. TATOGO, M.MPd
ina Utama Muda

. r9600413 198903 1011


